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Sistematika Buku

BAB XIlI

BAB XV

BAB XIV BAB XVI
KEKUASAAN WARGA NEGARA &
KEHAKIMAN WILAYAH NEGARA PENDUDUK HAM

BAB XVl BAB XVII BAB XIX BAB XX
Qﬁ@gﬁx‘f‘\l PERTAHANAN & PENDIDIKAN & PEREKONOMIAN &
BERAGAMA KEAMANAN-NEGARA A« oo KEBUDAYAAN ek

BAB XXI

BENDERA, BAHASA,
LAMBANG NEGARA,
& LAGU
KEBANGSAAN

BAB XXII
PERUBAHAN UUD

BAB XXIII

KEDUDUKAN HUKUM
ATURAN PERALIHAN &
ATURAN TAMBAHAN
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Tuntutan Reformasi

Antara lain:

= Amandemen UUD 1945

» Penghapusan doktrin
Dwi Fungsi ABRI

= Penegakan hukum, HAM,
dan pemberantasan KKN

= Dtonomi Daerah

= Kebebasan Pers

= Mewujudkan kehidupan
demokrasi

Hasil Perubahan

» Pembukaan
= Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
2 pasal Aturan Tambahan

BAB | Pendahuluan

Dasar Pemikiran & Proses Perubahan

Sebelum Perubahan

= Pembukaan
= Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 40 ayat
- 4 pasal Aturan Peralihan
- 2 ayat Aturan Tambahan
= Penjelasan

= Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 14-21 Okt 1999

» Sidang Tahunan MFR 2000
Tanggal 7-18 Agt 2000

= Sidang Tehunan MFR 2001
Tanggal 1-9 Mov 2001

» Sidang Tahunan MFR 2002
Tanggal 1-11 Agt 2002

Latar Belakang
Perubahan

= Kekuasaan tertinggi di
=ngan MPR

= Kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden

= Pasal-pasal yvang terlalu
"luwes” sehingga dapat
menimbulkan multitafsir

= Kewenangan pada
Presiden untuk mengatur
hal-hal penting dengan
undang-undang

= Rumusan UUD 1945
tentang semangat
penyelenggara negara
Beluhn culdpy didolkang
ketentuan konstitusi

. Tujuan Perubahan

Menyempurmakan aturan
dasar, mengenai:

= Tatanan negara

= Kedaulatan Rakyat

e HAM

= Pembagian kekuasaan

s Kesojahteraan Sosial

= Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hulkunm

= Hal-hal lain sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa

= Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945

= Tetap mempertahankan
Megara Kesatuan Republik
Indonesia

= Mempertegas sistem
presidensiil

= Penjelasan UUD 1945 yang
memuat hal-hal normatif
akan dimasukan ke dalam
pasal-pasal
Perubahan dilakukan
dengan cara "adendum”

= Pasal 3 UUD 1945

= Pasal 37 UUD 1945

= TAP MPR No.IX/MPR/1999
* TAP MPR. No.IX/MPR/2000
= TAP MPR No.XIL/MPR/2001




BAB Il Reformasi Bidang Hukum & Sistem
Ketatanegaraan

Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)

Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194% (ha=sil Sidang Tahunam/MPR Tahun 2000)

Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19245 (hasil Sidang Tahunam MPR Tahun 2001)

Naskah Perubahan Keaeampat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunam MPR Tahun 2002)

Undang-Undang Dasar MNMegara Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurnma ke-5 Sidang Tahunan
MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa

Ada Opini)




LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-

] — ——— ) |

Perwakilan
BPE Provins

Pemerintahan Dasrah
Prowvinsi

Gubermur DPRD

Pemerintahan Dasrah
Kabupaten/Kota

Bupati/
walikota Faih

ahes e —— —— — —

Lingkungan
Peradilan Umun

Lingkungan
Peradilan Agama

Lingkungan
Peradilan Militer
Lingkungan
Peradilan TUN

DAERAH




Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD

o i
0 U P T

Pasal 24 (1)***
Pasal 4 (1) Kekuasaan kehakiman
Memegang merupakan kekuasaan
kekuasaan yang merdeka untuk
pemerintahan menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan

Pasal 20 (1)*
Memegang
kekuasaan

membentuk UU
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PENDAHULUAN
NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 vyang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli

1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam
Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)

Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)

Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)

Naskah Perubaham Xetiga. Undang-Undang. Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)

Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)

Undang-Undang Dasar MNegara Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan
MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa
Ada Opini)




BAB Il Bentuk & Kedaulatan Negara Indonesia

Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]

Kedaulatan berada di

Negara Indonesia » \ tangan rakyat dan

adalah negara - i dilaksanakan
hukum —— menurut Undang-

[Pasal 1 (3)***] Undang Dasar
[Pasal 1 (2)***]
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NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]

Megara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.

[ Pasal 18 (1)%#*]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18B (1)**]

NMegara mengakui dan menghormati kesatwan kesatiiarn smasyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yvang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18B (2)%**]

Megara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.

(Pasal 25A%%)

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan.
[Pasal 37 (5)****x]




Rumusan Kedaulatan

UUD 1945 sebelum
Perubahan

Konstitusi RIS 1949

UUD Sementara
1950

UUD 1945 setelah
Perubahan

Pasal 1 ayat [2]
Kedaulatan adalah di
tangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis
Permusyawaratan
Rakyat

Pasal 1 ayat [2]
Kekuasaan
berkedaulatan
Republik Indonesia
Serikat dilakukan oleh
Pemerintah bersama-
sama dengan DPR dan
Senat

Pasal 1 ayat [2]
Kedaulatan
Republik: Indonesia
adalah ditangan
rakyat dan
dilakukan oleh
Pemerintah bersama
dengan DPR

Pasal 1 ayat [2]
Kedaulatan berada
di tangan rakyat
dan dilaksanakan
menurut Undang-
Undang Dasar
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Konsep Negara Hukum

Rechtsstaat Rule of Law Negara Hukum Pancasila

Frederich J. Stahl

Pengakuan &
perlindungan thd HAM

Negara didasarkan pada
teori Trias Politika

Pemerintahan
diselenggarakan
berdasakan UU (wetmatig
bestuur)

Ada peradilan administrasi
negara yang menangani
kasus perbuatan hukum
pemerintah

A.V Dicey

Adanya supremasi hukum
(supremacy of law)

Persamaan kedudukan di
hadaan hukum (equality
before the law)

Konstitusi yang didasarkan
atas hak-hak perorangan
(the constitution based on
individual rights)

M. Tahir Azhary

Ada hubungan erat
antara agama & negara

Bertumpu pada
Ketuhanan Yang Maha

Esa

Kebebasan beragama
dalam arti prositif

Ateisme tidak dibenarkan
& komunisme dilarang

Asas kekeluargaan, &
kerukunan

Philipus M. Hadjon

Keserasian hubungan
antara pemerintah &
rakyat berdasarkan asas
kerukuan

Hubungan fungsional
yang proposional antara
kekuasaan2 negara

Prinsip penyelenggaraan
sengketa scr musyawarah
& peradilan mrp saran
terakhir

Keseimbangan anara hak
& kewajiban




BAB IV Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

ANGGOTA

ANGGOTA

= MPR BPD

dipilih

dipilih

melalui Pasal 2 (1)**** melalui

pemilu

pemilu

Wewenang

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37+ ;

Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
[Pasal 3 ayat (2)F++ s .

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar

[Pasal 3 ayat (3)*#* s,

Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
diusuikan oleh’ Presiden dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)%**];

Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya
sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan [Pasal 8 ayat (3)%%+¥].




BAB V Kekuasaan Pemerintahan Negara

Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden

Presiden/
Wakil Presiden

Wewenang, Kewajiban, dan Hak

Antara lain I'E'F||T_-In|:|'
i L UUD [Pasal 2 (1)];
berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 |1 =1E
menstapkan peraturan pemerintah [Pasal 5
memegang t=guh UUD dan menjalankan s .:||.:| UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada NMusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)¥];
memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU {Pasal 10);
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)%%%*];
membuat perjanjian intermmasional lainnya_.. dengan persstujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
rr'|er|::|ar11;|l..,:|l- duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. [Pasal 13 (2)*];
menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan |:-E|+|rr1b.:|ngan DPR [Pasal 13 (3)*];
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yvang diatur dengan UU (Pasal 15)%;
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas member |Lar| nasihat dan pn.-.-ltlrnl:hanu.:nn kepada Presiden (Pasal 16)****;
pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)%];
pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Paf'-al ED ()*];
hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (
pengajuan RUU APBM untuk dibahas ma DPR dengan memperhatikan perimbangan DPD [Pasal 23 {'- = ]
peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
penetapan hakim agung dar calon yvang diusulkan aleh Ky dan disetujui DPR [Pasal 244 (3)F%%];
pengangkatan dan pemberhentian anggota Ky dengan perse 'tu_]uan DFE [Pasal 246 (3)*+*
pengajuan tiga orang calon hakim kons




Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

~

"/, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]

diusulkan partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu sebelum pemilu

l\ [Pasal ﬁ (2) *¥&x] _/;

mendapatkan suara >50%
jumlah suara dalam pemilu =
dengan sedikitnya 20% di Pr?:ISIdEI‘I
setiap provinsi yang an
tersebar di lebih dari 1/2 Wapres

o jumlah vinsi
sby.ac.id dlglll’!tﬁgﬁildgﬁg%agﬁaﬁjg

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih

pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak :
pertama dalam pemilu pasangan yang

memperoleh
pasangan calon yang suara terbanyak

memperoleh suara terbanyak
kedua dalam pemilu [Pasal 6A (4)****]




Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum
ataupun telah tidak lagi
memenuhi syarat
[Pasal 7B (2)***]

Pengajuan permintaan DPR
kepada MK hanya dapat
dilakukan dengan dukungan
sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir
dalam sidang paripurna yang
dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota
[Pasal 7B (3)***]

wajib memeriksa, mengadili,
dan memutus paling lama 20
hari setelah permintaan
diterima
[Pasal 7B (4)***]

DPE
menyelenggarakan

sidang paripurna
untuk meneruskan

usul pemberhentian
kepada MPR
[Pasal 7B (3)***]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.d

tidak terbukti

wajib menyelenggarakan

sidang untuk memutuskan

usul DPR paling lambat 20
hari sejak usul diterima

[Pasal 7B (6)***]

Keputusan diambil dalam
sidang paripurmna, dihadiri
sekurang-kurangnya 3/4
jumlah anggota, disetujui
sekurang-kurangnya 2/3
jumlah yang hadir, setelah
Prasiden dan/atau wakil
presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan
[Pasal 7B (7)***]

Presiden
dan/atau Wakil
Presiden terus
menjabat

usul DPR
tidak dI'terima

usul DPR
diterima

Presiden
dan/atau Wakil
Presiden
diberhentikan




Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden
[Pasal 8 (2)***]

MPR

.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

’ . selambat-lambatnya
mengajukan dalam waktu 60 hari

Presiden dua calon menyelenggarakan

Wapres
Wapres sidang MPR untuk terpilih

N A

memilih Wapres
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Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan Tetap

Secara Bersamaan [Pasal 8 (3)***¥]

parpol atau gabungan
parpel yang pasangan
calon Presiden dan
Wapresnya meraih
suara terbanyak
pertama dalam pemilu
sebelumnya

digi

parpol atau gabungan
parpol yang pasangan
calon Presiden dan
Wapresnya meraih
suara terbanyak
kedua dalam pemilu
sebelumnya

mengusulkan
pasangan
calon Presiden

he.id di%ﬁyﬂﬁﬂ)fﬁac.id ¢l

mengusulkan
pasangan
calon Presiden
dan Wapres

Presiden
dan
Wapres

selambat-lambatnya
dalam waktu 30 hari
menyelenggarakan
sidang MPR untuk
memilih




Presiden

menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain dan
internasional lainnya
[Pasal 11 (1)**** dan (2)***]

menyatakan keadaan bahaya
(Pasal 12)

dengan

, pertimbangan mengangkat dan menerima Dutas, -
[Pasal 13 (2)* dan (3)*]

dengan

memberi grasi dan rehabilitasi pertimbangan 3
[Pasal 14 (1)*]

pertimbangan memberi amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)*]

memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan
undang-undang
[Pasal 15 *}




BAB VI Kementerian Negara & Lembaga Non
Kementerian

Presiden

l

dibantu

menteri-menteri negara
membentuk suatu [Pasal 17 (1)] Pembentukan,

dewan pertimbangan
yang hertuqasg yvang diangkat dan pembubaran
: diberhentikan oleh Presiden kementerian negara

berik ithat
"'i::: peel:ﬁﬁ::]:z;lal? [Pasal 17 (2)*] diatur dalam undang-

kepada Presiden membidangi urusan tertentu undang
(Pasal 16) **** dalam pemerintahan [Pasal 17 (4) *¥*]
[Pasal 17 (3)*]

pengubahan, dan
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BAB VII Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

Gubernur,
Bupati, PEMERINTAHAN DAERAH

Walikota KEPALA PEMERINTAH
dipilih secara DAERAH

demokratis mengatur dan mengurus sendiri urusan

[Pasal 18 (4)**] pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (2)*¥]

menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh
UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota
DPRD dipilih
melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) *¥*]



Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
[Pasal 18 A (1)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan

undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]

QIOID UINSDV JC 10 (IONID UINSDV JC I QIOTID UINSDV JC 10 OIOTID UINSDV JC ] (]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang
[Pasal 18 B (1)%*%*]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)*%*]




BAB VIl Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

anggota DPR
dapat

diberhentikan
anggota DPR D P R dari jabatannya,
dipilih melalui e yang syarat-

pemilihan umum R s syarat dan tata

[Pasal 19 (1)**] membentuk UU _Caranya
[Pasal 20 (1)*] diatur dalam
undang-undang
(Pasal 22B%%*)

Fungsi, Wewenang, dan Hak

Antara lain tentang:

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam
fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ; pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak ersetuiuan atas perpu [Pasal 22 (2Y] -
menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)%*%*] ; P L perpu [ (2)1:

engajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau T 3
Ewakgill ]Presiden [E‘aaal 7B (1)%**] : / diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)#%*#] ;

ersetujuan dalam menyatakan perang, membuat pem_iiihan Sngel BEE eugan ncmperhatican
gerdam]a'lan dan perjanjign P g pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)**%*] .
[Pasal 11 (1) dan (2)****] ; persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam [Pasal 24A (3)*%%*] ;

pEeiasasraT Tk | Bosat T (S ) persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam KY [Pasal 24B (3)**%] ;

Eggggtr ITBH{EE}E’*I?f f_npatan Lt Hegata 1o pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi

[Pasal 24C (3)*%*] ;

pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang




Pembentukan Undang-Undang

memegang
kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]

Anggota berhak
mengajukan usul
RUU
(Pasal 21%)

mendapat

persetujuan bersama

i RUU dibahas ki
oleh DPR dan
Presiden untuk
mendapat
persetujuan
bersama

_[Pasal 20 (2)*]

Presiden

berhak
mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)*]

tidak mendapat
persetujuan bersama

-

Dalam hal RUU M

tidak disahkan
dalam waktu 30
hari, RUU tersebut
sah menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]

S

mengesahkan UU
[Pasal 20 (4)*]

tidak boleh
diajukan laqgi
dalam
persidangan
masa itu
[Pasal 20 (3)*]




BAB IX Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui pemilu
[Pasal 22C (1)***]

Anggota DPD dari setiap

provinsi jumlahnya sama dan
jumlah seluruh anggota DPD itu
tidak lebih 1/3 jumlah

anggota DPR
[Pasal 22C (2)***]

Anggota DPD dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-

‘uinsby.ac.idﬁvamt dﬂ“ mta cﬂrﬂ“ﬁ

diatur dalam
undang-undang
[Pasal 22D (4)***]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.i



Kewenangan DPD

KEWENANGAN DPD

RUU yang berkaitan
dengan:

Otonomi daerah
Hubungan pusat dan daerah

Pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah

Pengelolaan sumber daya
alam dan sumber day-a digilib.uinsby.a

ekonomi lainnya

Perimbangan keuangan pusat
dan daerah

RAPBMN
Pajak
Pendidikan
Agama
II. Pemilihan anggota BPK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB X Pemilihan Umum

Parpol/
Gabungan Partai Politik Perseorangan

Parpol
i &
PEMILIHAN UMUM

|ﬂ'

“lubersjurdil” setiap lima tahun

Presiden dan anggota anggota anggota
Wapres DPR DPRD DPD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB XI Hal Keuangan Negara

mengajukan
[Pasal 23 (2)***]

RAPBN

Presiden

uinsby.ac.id

[Paﬁataaz.&)*"f*l .

RAPBN
tahun lalu




Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata Uang, dan Hal-Hal Lain
Mengenai Keuangan Negara

Pajak dan pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperiuan
negara
(Pasal 23A%**)

diatur dengan

i

. digilib.uu“dja”“rg/ac.id digilit

diatur dengan ditetapkan dengan

Hal-hal lain
mengenai keuangan
negara
(Pasal 23C***)

Macam dan harga

mata uang
(Pasal 23B****)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Anggota BPK dipilih
oleh DPR dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD
dan diresmikan

oleh Presiden
[Pasal 23F (1)*%*]

Untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan
negara diadakan satu Badan
Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri
[Pasal 23E (1)**¥]

BAB Xl Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang

Hasil pemeriksaan
keuangan negara
diserahkan kepada
DPR, DPD, dan
DPRD, sesuai
dengan
kewenangannya
[Pasal 23E (2)***]

BPK berkedudukan di ibu kota
negara, dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]

Hasil pemeriksaan tersebut
ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/fatau badan
sesuai dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)**¥]




Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]

Presiden

memilih diresmikan

pertimbangan




BAB Xlll Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung

Hakim agung harus
memiliki integritas
dan kepribadian yang
tidak tercela, adil,
profesional, dan
berpengalaman di
bidang hukum
[Pasal 24A (2)**¥]

Pasal 24A ***
-M

Rgama

Militer

TUN

Calon hakim agung
diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada DPR

untuk mendapat
persetujuan dan
ditetapkan sebagai
hakim agung oleh
Presiden
[Pasal 24A (3)*%F]




Rekruitmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***]

N

calon yang
diusulkan

~

DPR

.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.ui

calon yang
disetujui

~

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden




Komisi Yudisial

Anggota Komisi
Yudisial harus
mempunyai
pengetahuan dan
pengalaman di bidang
hukum serta memiliki
integritas dan
kepribadian yang
tidak tercela
[Pasal 24B (2)***]

KY

Pasal 24B **%¥

Wewenang

Anggota Komisi
Yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden dengan
persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)***]

mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***]:

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].




Hakim konstitusi S —"
harus memiliki integritas puny

. . sembilan orang anggota
dan kepribadian yang i b - .
tidak tercela, adil, b =1 yang

negarawan na menauasai ditetapkan oleh Presiden,
kﬂllst?i::usgi dan . yang diajukan masing-

ketatanegaraan, serta tidak masing tiga orang oleh MA,

. - tiga orang oleh DPR dan tiga
merangka[:lzggil;]al pejabat orang oleh Presiden

[Pasal 24C (5)***] [Pasal 24C (3)***]

Wewenang dan Kewajiban

® berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara Yyang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];

® wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)**¥*].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Rekruitmen anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]

( :
mengajukan

3 (tiga) orang
hakim
konstitusi

\.

~

J

N

-
mengajukan

3 (tiga) orang
hakim

s konstitusi

"\

J

Presiden

insby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

-
mengajukan

3 (tiga) orang
hakim

e konstitusi )

i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac

.id

menetapkan

9 (sembilan)
orang anggota
hakim konstitusi




BAB XIV Wilayah Negara

BATAS WILAYAH

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-
batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
~ (Pasal 25A) **




BAB XV Warga Negara & Penduduk

warga negara

ialah orang-orang Penduduk ialah
bangsa Indonesia

asli dan orang- WARGA ;:‘?j;g:e:;g :::‘

orang bangsa lain NEGARA DAN orang asing yang

vang disahkan

engan undang- bertempat tinggal
':l]ndgng se.tj:aggi PENDUDUK di Indonesia

warga negara [Pasal 26 (2)**]
[Pasal 26 (1)]

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)




BAB XVI Hak Asasi Manusia

untuk hidup serta
mempertahankan hidup
dan kehidupan
(Pasal 28A) **

berkewajiban menghargai hak
orang dan pihak lain serta tunduk
kepada pembatasan yang
ditetapkan UU
(Pasal 28J) **

perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan
HAM adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah

(Pasal 28I) ** HAK

hid htera lahir d ba RSASS
idup seja ra lahir dan (1] '
memperoleh pelayanan kESEhﬂtarl‘lg;ﬁ 3% MANUSIA
mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan

manfaat guna mencapai persamaan

dan keadilan

(Pasal 28H) **

berkomunikasi,
memperoleh, mencan,
memiliki, menyimpan,

perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat,
harta benda, dan rasa aman serta
untuk bebas dari penyiksaan
(Pasal 28G) **

informasi,
(Pasal 28F) **

mengolah dan menyampaikan

membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan, hak anak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **

mengembangkan diri, mendapat
pendidikan, memperoleh manfaat
dari IPTEK, seni dan budaya,
memajukan diri secara kolektf
(Pasal 28C) **

pengakuan yang sama di

hadapan hukum, hak untuk

bekerja dan kesempatan yg sama

dalam pemerintahan, berhak atas

status kewarganegaraan
(Pasal 28D) **

ac.id

kebebasan memeluk agama,
meyakini kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat
(Pasal 28F) **

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB XVIl Agama dan Kehidupan Beragama

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan 'kepercayaannya itu
[Pasal 29 (2)]

Permasalahan Agama dan Kehidupan Beragama yang perlu disikapi dewasa ini:
» Penodaan Agama

» Splinter Group (Airan Sesat)
» Radikalisme, Terorisme, & Kekerasan yang Mengatasnamakan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB XVIIl Pertahanan dan Keamanan Kebudayaan

iap-tiap warga negars
berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha
pertahanan dan
keamanan negara
[Pasal 30 (1)**]

Pertahanan dan
Keamanan Negara

TNI (AD, AL, AU) POLRI
sebagai alat negara
yvang menjaga
keamanan dan
ketertiban
masyarakat bertugas

sebagai alat negara
bertugas
mempertahankan,

melindungi, dan
memelihara keutuhan

E%H kﬁ&%%wy ac. |dijﬁlllb dg a%drr?lﬁllll_dn%\|§: ani

masyarakat serta

menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]

negara
[Pasal 30 (3)*¥*]

Susunan dan kedudukan TNI, POLRI,
hubungan kewenangan TNI dan POLRI,
rat-syarat keikutsertaan warga negara
alam usaha pertahanan dan keamanan
negara, serta hal-hal yang terkait dengan
pertahanan dan keamanan
diatur dengan undang-undang

[Pasal 30 (5)**]

Usaha pertahanan dan
keamanan negara
dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan
keamanan rakyat
semesta oleh TNI dan
POLRI, sebagai
kekuatan utama, dan
rakyat, sebagai
kekuatan pendukung
[Pasal 30 (2)**]

« Pembagian tugas dua alat
negara di bidang Hankam
TNI & Polri. Di bidang
pertahanan meliputi 3 (tiga)
aspek: masalah keutuhan
negara, kedaulatan
negara, dan keselamatan
negara.

TNI & Polri fokus pada
bidangnya dim
peningkatan
profesionalisme




BAB XIX Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan

Pasal 31

Setiap warga negara Negara memprioritaskan anggaran
waijib mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya

pendidikan dasar dan 20%b dari APBEN dan APBD untuk
pemerintah wajib memenuhi kebutuhan

membiayainya penyelenggaraan pE|_1didi kan
[Pasal 31 (2)**%*] nasional [Pasal 31 (4)**+¥]

Pamerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan
Setiap warga menjunjung tinggi nilai-nilai agama
negara berhak dan persatuan bangsa untuk
mendapatkan pendidikan kemajuan peradaban serta
[Pasal 31 (1)***+] kesejahteraan umat manusia
[PEI'SEIl 31 [: 5 } kL L +]

Negara memajukan kebudayaan

nasional Indonesia di tengah - .
peradaban dunia dengan menjamin Negara menghormati dan memelihara

kebebasan masyarakat dalam bahasa daerah sebagai kekayaan
memelihara dan mengembangkan budaya nasional

nilﬁggggfiaizh(li?ﬂfﬁ?a [Pasal 32 (2)****]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB XX Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial

PEREKONOMIAN
NASIONAL
DAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

Negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum

yang layak

[Pasal 34 (3)***%*]

Fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara
oleh negara
[Pasal 34 (1)****]

Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan
[Pasal 34 (2)*¥%*¥]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id




BAB XX| Bendera, Bahasa, Lambang Negara,
dan Lagu Kebangsaan

ATRIBUT NEGARA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Psl. 35)
dBahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Psl 36)

dlLambang Negara Iialah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Psl 36A)

dLagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Psl. 36B)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB XXIl Perubahan Undang-Undang Dasar

Usul perubahan pasalpasal Undang-
Undang Dasar dapat diagendakan
dalam sidang Majelis Permusyawaratan
Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-
kurangnya 1/3 dari jumlah anggota
MPR.

[Psl. 37 ayat (1)****]

Khusus mengenal bentuk
Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak
dapat dilakukan

perubahan
[Psl. 37 ayat (5)]

Usby.ac.id digilib.uing

by.ac.id digilib.uins

Setiap usul perubahan pasalpasal
UndangUndang Dasar diajukan secara
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas
bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya.

[Psl. 37 ayat (2)****]

4 Untuk mengubah pasalpasal UndangUndang
Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah

anggota MPR.

\_ [Psl. 37 ayat (3)****]

N

J

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-
Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan
sekurangkurangnya 50% + 1 anggota dari
seluruh anggota MPR.

(4) [Psl. 37 ayat (3)****]




Norma dalam Pasal 37 UUDNRI
1945

1. Wewenang untuk mengubah UUD ada pada
sebagal penjelmaan dan wakil rakyat;

2. Perubahan hanya pada pasal-pasalnya saja
pasal mengenai bentuk negara'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac

3. Usul perubahan dilakukan secara tertulis oleh s
kurangnya 1/3 jumlah anggota MPR;

4. Untuk mengubah sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3
jumlah anggota MPR dan putusan untuk perubahan
dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah satu
anggota dari seluruh anggota MPR

ang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB XXl Kedudukan Hukum Aturan Peralihan
& Aturan Tambahan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Pasal | Pasal |

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
kepada Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal ll Pasal Il

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang

menurut UndangUndang Dasar ini Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini. ****)

Pasal Il Pasal Il

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala
kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ***¥)

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung

dibentuk menurut UndangUndang Dasar ini, segala

kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan

sebuah komite nasional digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id




SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah
akhirnya peperangan Asia Timur Raya,
Presiden Indonesia mengatur dan
menyelenggarakan segala hal yang
ditetapkan dalam UndangUndang Dasar
ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis

Permusyawaratan Rakyat dibentuk,
Majelis itu bersidang untuk
menetapkan UndangUndang Dasar.

Pasal |

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi
untuk melakukan peninjauan terhadap
materi dan status hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil
putusan pada Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

****)

Pasal Il

Dengan ditetapkannya perubahan
Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri atas
Pembukaan dan pasal-pasal. ****)




Terimakasih
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